
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang·Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang· Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3455); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 1?5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

: a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyusunan APBD, perlu 
menetapkan Pedoman Penyusunan APBD Tahun 
Anggaran 201 o yang merupakan acuan bagi seluruh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota 
Tasikmalaya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APSO} Kota Taslkmalaya Tahun Anggaran 201 o. 

TENT ANG 

PEOOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 

KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2010 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WALIKOTA TASIKMALAYA 

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA 
NO MOR 24 T AHUN 2009 

Mengingat 

Menimbang 

-,·  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturen 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah menjadl Undana­ 
Undang (Lembar"1 Negara Republlk lndonesla Tahun 2005 
Nomor 108, Tamoahan Lembaran Negara Republlk lndonesla 
Nomor 4548); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Repub!ik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerir.tahan Oaerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negera 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
dlubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Oalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan 
Umum Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Betania 
Oaerah Tahun Anggaran 2010; · 

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 
tent~ng Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Oaerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70); 

14.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 
tentan~ Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pen:ienntah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota 
Tasikrnalaya Tahun 2008 Nomor 83); 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) menurut aaas otonomi dan tugaa 
pembantuan dengan prinsip otonomi selues-luasnya da!am 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang·Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Pemerlntah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 

3. Daerah adalah Kota Tasikmalaya; 
4. Walikota adalah Walikota Tasikma/aya; 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Taslkmalaya; 

6. A.n~garan Pendapatan dan Befanja Daerah yang selanjutnya 
d1sm1;1kat APBD, adalah rencana keuangan tahunan 
peme~ntahan daerah yang dibahas dan disetujul bersama oleh 
pemenntah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 
KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2010 

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmafaya Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organiaaai Perangkat Oaerah (Lembaran 
Oaerah Kota Tasikmataya Tahun 2008 Nomor 92); 

16.Peraturan Daeran Kot.a Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Remcana I Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kota Taslkrnataya Tahun 2005 - 2025 (Lembaran 
Daerah Kota Tasikrnalaya Tahun 2008 Nomor 89); 

17. Peraturan Daerah Kota Tasikmafaya Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2008 - 2012 (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96); 

18. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2009 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Taslkmalaya 
Tahun 201 O (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 
Nomor 256); 

Menetapkan 

--,-· 
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BAB Ill 
RUANG LINGKUP 

Paaal3 
(1) Peratursn Walikota inl mengatur hal-hal yang berkenaan 

dengan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 201 o 
meliputi: ' 
a. sinkronisasi kabijakan Pemerintah dengan kebijakan 

Pemerintah Daerah; 
b. P:insip dan kebijakan penyusunan APBD; 
c. s,st~m dan prosedur penyusunan APBD; 
d. teknis penyusunan APBD; 
e. penyelarasan kode rekening dan nomenklatumya· dan 
f. hal-hal khusus lainnya, ' 

(2) Pedom~n pen~usunan APBD Tahun Anggaran 201 o 
sebapatmana d1maksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lamptran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah 
sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sehingga terwujud keseragaman dalarn 
pembuatan dokurnen-dokurnen Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Oaerah, sesuai ketentuan yang berlaku. 

BAB II 
MAKSUO DAN TUJUAN 

Pasat2 

7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan 
mencakup slnkronlsasl kebljakan pemerfntah dengan 
pemerintah daerah, prinsip dan kebijakan penyusunan APBO, 
teknis penyusunan APBD, dan hal-hal khusus lainnya yang 
harus diperhatikan/dipedomani oleh seluruh SKPD 
di lingkungan Pemerintah Daerah; 

8. Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah 
adalah keserasian kebijakan pemerintah dengan kebijakan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

9. Prinsip dan kebijakan umum APBO adalah landasan filosofis 
untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan 
dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan 
kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana keglatan 
dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBO; 

10. Teknis penyusunan APBD adalah langkah-langkah yang harus 
dipedomani oleh pemerintah daerah dalam menyusun APBO. 
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Drs, H. TIO INDRA SETIADI 
NIP. 19S31205 198,091 001 

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 26, 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mrngetahulnya memerlntahkan pengundangen 
Peraturan Walikota mi dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah 

 


